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PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Gs

e\ -
SlEhl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 3578176506930003, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25
Juni 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di JL. Siti Fatimah binti Maimun
Gang IB No.4 RTO08/RW.07, Kelurahan Randuagung,
KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam
hal ini memberi kuasa kepada M. MIFTAKHUL ULUM, SH.MH.
SRl BIMO ARY NUGROHO, SH dan ACHMAD DAVID
FIRMANSYAH,S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di
MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS beralamat di JI Permata
Jambangan No.1 Surabaya, terdaftar dalam kepaniteraan
dengan nomor 227/SK/04/2024, tanggal 01 April 2024, sebagai
Penggugat

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 30 Juli 1994, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di
Dusun Kebonsari RT.02/RW.03 Desa Kebonsari, Kecamatan
Candi, Kabupaten Sidoarjo, Kebonsari, Candi, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 April 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gresik, Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 01 April 2024 dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.  Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2018 dihadapan pegawai pencatatan
nikah pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Gresik, Kabupaten
Gresik, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor:
0140/038/111/2019 dan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2024;

2. Bahwa, setelah menika Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) , dengan bertempat tinggal
kediaman terakhir bersama di rumahorang tua Tergugat di Dusun
Kebonsari RT.02/RW.03 Desa Kebonsari, Kecamatan Candi,

Kabuapten Sidoarjo;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagai layaknya suami — istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2

orang anak Perempuan yang bernama;

- MEIGITA NAHDA SHABIRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir di Gresik, 15 Mei 2020, Umur 3 tahun, 10 Bulan NIK :
3515075505200002;

- ALUNA KEYSHA ZAKHYRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir di Gresik, 22 Januari 2023, Umur 1 Tahun 2 bulan, NIK :
3515076201230001

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan tentram dan harmonis, dan akan tetapi mulai sekitar
tahun 2021 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh

karena :
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a. Tergugat kurang bisa memberikan kecukupan nafkah padahal
kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, dalam 1 bulan Tergugat
memberikan nafka kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima
ratus ribuh rupiah)

b.Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, misalnya ketika
penggugat sedang sakit sampai dirawat inap di rumah sakit dari pihak
Tergugat tidak menemani Penggugat dan bahkan perna Penggugat
mengalami kecelakaan dari Tergugat pun cuek-cuek saja atau tidak

ada respon;

c. Tergugat pun kurang bisa menjadi panutan imam yang baik bagi

keluarga;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus
menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Penggugat telah beberapa kali
memohon kepada Tergugat untuk bersikap menghargai satu sama lain,
tetapi tidak ada perubahan dan keluarga juga berusaha merukunkan akan
tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut
tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023
Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 6
bulan dan Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama dan

pulang kerumah orang tuanya;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan
Penggugat telah memenuhi ketentun Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1957 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Islam;

8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi
pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang
diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddabh,
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dan warrohmah hanya angan — angan belaka dan bahkan menyimpang

jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;

9. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin
dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;

10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada
kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka
cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan
Gugat Cerai di Pengadilan Agama Gresik;

11. Bahwa, selama ini juga akibat dari pisah rumah antara Penggugat
dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MEIGITA
NAHDA SHABIRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di
Gresik, 15 Mei 2020, Umur 3 tahun, 10 Bulan NIK : 3515075505200002
dan ALUNA KEYSHA ZAKHYRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir di Gresik, 22 Januari 2023, Umur 1 Tahun 2 bulan, NIK :
3515076201230001, ikut dengan Penggugat;

12. Bahwa, di khawatirkan terjadi perebutan hak asuh anak maka
Penggugat menginginkan Hak asuh anak yang bernama MEIGITA
NAHDA SHABIRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di
Gresik, 15 Mei 2020, Umur 3 tahun, 10 Bulan NIK : 3515075505200002
dan ALUNA KEYSHA ZAKHYRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir Gresik, 22 Januari 2023, Umur 1 Tahun 2 bulan, NIK :
3515076201230001, jatuh ke Penggugat di karenakan anak tersebut
masih di bawah umur, dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan
dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi
pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk
kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai
pemegang hak Hadhonah dari MEIGITA NAHDA SHABIRA, Jenis
kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Gresik, 15 Mei 2020,
Umur 3 tahun, 10 Bulan NIK : 3515075505200002 danALUNA KEYSHA
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ZAKHYRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Gresik, 22 Januari
2023, Umur 1 Tahun 2 bulan bulan, NIK : 3515076201230001;

13. Bahwa, hal tersebut berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar Juz Il
halaman 92 dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam
(KHI) menyatakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz
adalah hak asuh ibunya, adapun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum
Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut; Pasal 105: Dalam hal terjadi

perceraian;

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah haki bunya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

PRIMAIR:
1.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak

Hadhonah anak yang bernama,;

- MEIGITA NAHDA SHABIRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir di Gresik, 15 Mei 2020, Umur 3 tahun, 10 Bulan NIK :
3515075505200002;
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- ALUNA KEYSHA ZAKHYRA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan
tanggal lahir di Gresik, 22 Januari 2023, Umur 1 Tahun 2 bulan, NIK :
3515076201230001

4. Membebankan beaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;
SUBSIDAIR;

Bilamana Pengadilan Agama Gresik c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang

seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) tanggal 21 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:
A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yunike Cintya Putri
(Penggugat), Nomor 474/288/437.102.9/2024, Tanggal 27 Maret 2024 dari
Kepala Desa Randuagung, Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gresik Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur, Nomor 0140/038/111/2019 Tanggal 27 Agustus 2018.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meigita Nahda Shabira,
Nomor 3515-LU-03072020-0003, Tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4, Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Aluna Keysha Zakhyra,
Nomor 3515-LU-09032023-0059, Tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. Lindayati binti Samad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siti Fatimah binti Maimun Gg 41 NO.4
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RT.008/RW.007, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat

dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang

bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi kurang yakni, Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah yang layak dan kurang memberikan perhatian dan

kasih sayang kepada Penggugat seperti cuek saat Penggugat sakit;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik di Sidoarjo

dengan penghasilan dibawah UMR karena bekerja outsourcing;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. Rizal Adi Tristanto bin Sutrisno, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang 5-L No.
23 RT.001/RW.011, Desa Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai teman kerja Penggugat;
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Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
(ba'da dukhul) dan dikaruniai anak 2 orang yang saat ini berada dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab

dan penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan masalah nafkah kurang yakni, Tergugat kurang
bertanggung jawab memberikan nafkah dan kurang memberikan perhatian
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap

pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal
di Gresik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan

kompetensi Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan
pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam
Kitab Ahkamul Qur'an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sering terjadi pertengkaran disebabkan
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a. Tergugat kurang bisa memberikan kecukupan nafkah pada hal kebutuhan
rumah tangga semakin meningkat, dalam 1 bulan Tergugat memberikan

nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribuh rupiah);

b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, misalnya ketika penggugat
sedang sakit sampai dirawat inap di rumah sakit dari pihak Tergugat tidak
menemani Penggugat dan bahkan pernah Penggugat mengalami
kecelakaan dari Tergugat pun cuek-cuek saja atau tidak ada respon;

c. Tergugatpun kurang bisa menjadi panutan imam yang baik bagi keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat saat ini
sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan
Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut
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adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan
di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, serta keterangan

saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, (ba'da dukhul) dan
dikaruniai anak 2 orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja

dan sehat wal afiyat;
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3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang

terhadap anaknya;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan kurang perhatian;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling
berkomunikasi dan mengunjungi;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya
sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan
diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan, sehingga keduanya tidak
mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang
baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut:

Al Ad il Legin ~Sba¥) (o (odd) Jae glogl B (a5 plall o) g0
Artinya :"Jka gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan

keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami

istri  tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
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dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan

talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan
Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119
angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan
putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar hak
asuh anak yang bernama Meigita Nahda Shabira tanggal lahir 15 Mei 2020
dan Aluna Keysha Zakhyra tanggal lahir 22 Januari 2023 diberikan kepada

Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat
membuktikan dengan P.3 dan P.4 serta keterangan saksi yang membuktikan
bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Meigita Nahda
Shabira tanggal lahir 15 Mei 2020 dan Aluna Keysha Zakhyra tanggal lahir 22
Januari 2023 yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik
& sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang

berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak
pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan
pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai
penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana

ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
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- Menurut Al Qur'an Surat Lugman ayat 14 seorang ibu mengandung
anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnan ‘ala
wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa
tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun
psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu

yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal
terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, “jika
anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara
ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Hal ini
sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat
adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan
dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai

Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan
fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak
tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai
sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurusi kebutuhan hidup dari anak-
anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak
pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi

oleh Penggugat sebagai single parent;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan
prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim
dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak
hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Meigita
Nahda Shabira tanggal lahir 15 Mei 2020 dan Aluna Keysha Zakhyra tanggal
lahir 22 Januari 2023 ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan
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berdasarkan hukum, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang

pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan
antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil
Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November
2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka
Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk
bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila
tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan
pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis,
yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

»

Menetapkan anak bernama Meigita Nahda Shabira tanggal lahir 15 Mei
2020 dan Aluna Keysha Zakhyra tanggal lahir 22 Januari 2023 berada

dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses
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seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan

kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445
Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra.
Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya

secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

SUDILIHARTI, S.HLI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



_ 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
j putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 40.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
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